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ABSTRACT

Land acquisition often leads to problems due to the gap between regulations
and the actual conditions in the field. The implementation of inventory and
identification by Task Force A in the land acquisition for the Bulango Ulu Dam was
also not free from issues. One of the main problems was the difference in land
parcel shapes between land certificates and the measurement results by Task Force
A. This caused difficulties in data processing, especially for registered land parcels,
and became a specific challenge in creating the Land Parcel Map (PBT). The
purpose of this study is to examine these problems and the policy efforts taken by
Task Force A in the land acquisition process. This research uses a qualitative
method with a descriptive approach. The results show that the inventory and
identification process carried out by Task Force A consists of four stages:
preparation, implementation, data processing, and PBT creation. During data
processing, 306 Parcel Inventory Numbers (NIV) were found to have discrepancies
in land parcel shapes between the measurement results and the certificates. The
solution applied by Task Force A was to use the updated measurement results while
also displaying the original shape and position from the certificate in the PBT,

along with an official statement signed by the landowners.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan dengan mengutamakan
kemanfaatan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan
masyarakat. Sejak 2014, kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah
membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di
seluruh Indonesia. Dalam merealisasikan pembangunan, pemerintah
membutuhkan ketersediaan tanah yang merupakan instrument utama dalam
pembangunan. Aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan
adalah kebutuhan akan tanah (Zagoto, 2021). Namun dalam kenyataanya,
pemerintah  kesulitan dalam memperoleh tanah untuk keperluan
pembangunan demi kepentingan umum, dikarenakan terbatasnya tanah
negara serta banyak tanah yang sudah terikat dengan hak atas tanah. Dalam
jangka pendek, tanah tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui (Deni dkk., 2021), artinya bahwa pemanfaatan tanah harus
dilakukan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan
pembangunan.

Sebagai  konsekuensinya, saat tanah dibutuhkan untuk
pembangunan, perolehannya dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak
atau pengadaan tanah (Arba, 2021). Hal ini dapat dilakukan, mengingat
dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”, dalam arti hak atas tanah tidak bersifat mutlak
dan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian lebih lanjut
dalam Pasal 18 UUPA mengatur bahwa pemerintah dapat mencabut hak atas
tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak, apabila tanah tersebut
diperlukan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah itu sendiri
merujukan pada proses penyerahan tanah dari pemilik tanah kepada pihak

yang membutuhkan. Dengan syarat bahwa pengadaan tanah tersebut harus



dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Wagiran dkk., 2023).

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum memiliki peran vital
dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peraturan
terkait pengadaan tanah terus diperbarui untuk menjamin pelaksanaan yang
aman, efisien, adil, dan berkelanjutan. Salah satu regulasi terbaru yang
menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang merupakan
turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan tanah dan
menambahkan beberapa hal yang belum diatur serta untuk memberikan
kepastian hukum.

Meskipun pengadaan tanah telah diatur dalam undang-undang
hingga peraturan turunannya, dalam pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang muncul dalam pelaksanaan
pengadaan tanah adalah kepemilikan tanah yang tidak akurat (Sutaryono
dkk., 2020). Kepemilikan tanah ini merujuk pada sertipikat tanah.
Ketidakakuratan sertipikat tanah tersebut ditemukan pada tahap
inventarisasi dan identifikasi (Susanto, 2021). Satgas A merupakan
pelaksana dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan
tanah.

Menurut Utomo (2020), permasalahan pengukuran dalam
pelaksanaan pengadaan tanah terkait tidak terpasangnya patok batas bidang
tanah dengan jelas oleh masyarakat. Ketidakjelasan tanda batas dapat
memicu sengketa lahan dan menyebabkan tumpang tindih kepemilikan
tanah serta terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah. Solusi untuk
meminimalisir kendala tersebut dengan sinergi antara kantor pertanahan dan
pemerintah daerah setempat terkait membangun kesadaran masyarakat akan

pentingnya memasang dan menjaga patok batas bidang tanah.



Menurut Pasal 19 UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa sertipikat
adalah produk hukum, yang dimana memuat jaminan kepastian terkait
bidang tanah dari pemegang hak atas tanah. Kepastian hak atas tanah dalam
sertipikat merujuk pada kejelasan informasi yang terdapat di sertipikat
tanah. Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan
tanda bukti hak yang kuat atas tanah yang memuat data fisik dan data yuridis
suatu bidang tanah. Muatan yang ada didalam sertipikat tanah lebih rinci
dijelaskan dalam Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Walaupun kepastian bidang tanah dalam sertipikat sudah diatur
dalam undang-undang dan peraturan turunannya, namun tetap mengalami
permasalahan dalam berbagai kegiatan, seperti pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Mekanisme penyelesaian
permasalahan yang timbul menjadi bagian dari tantangan tersendiri dalam
melaksanakan kegiatan, terutama yang langsung berkaitan dengan
kepentingan masyarakat seperti pengadaan tanah untuk pembangunan.

Kejelasan bidang tanah dalam pengadaan tanah mempengaruhi
keberlangsungan pelaksanaannya, termasuk ketika bidang tanah tersebut
beralih hak kepemilikannya atau mengalami perubahan secara fisik. Dalam
penelitian yang dilakukan Berliana & Silviana (2024), adanya fisik tanah
yang tidak sesuai dengan sertipikat tanahnya yang disebabkan adanya jalan
atau pelebaran jalan. Namun, perubahan fisik tanah yang terjadi tidak
disertai dengan merubah data pada sertipikat tanahnya. Sebaiknya, apabila

tanah yang sudah terdaftar mengalami perubahan fisik, harus didaftarkan di



Kantor Pertanahan setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbarui
data pada sertipikat tanah.

Pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu yang merupakan salah
satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki sifat strategis
dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bendungan ini merupakan salah satu dari 60 proyek pembangunan di sektor
bendungan dan irigasi yang tercantum pada peraturan tersebut yang
dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Gorontalo.

Pengadaan tanah ini berlokasi di Kabupaten Bone Bolango yang
mencakup empat desa yakni Desa Tuloa di Kecamatan Bulango Utara, Desa
Owata, Desa Mongiilo, dan Desa Mongiilo Utara di Kecamatan Bulango
Ulu (Humas, 2024). Pembangunan bendungan ini direncanakan memiliki
ketinggian 65,9 meter dan luas genangan mencapai 483 hektar, dimana Desa
Owata mengalami dampak yang besar karena merupakan bagian genangan
utama dari bendungan ini (Lahay, 2024).

Data pada sistem Portal Aplikasi ATR/BPN per bulan April 2025
menunjukkan bahwa bidang tanah terdaftar di Desa Owata adalah terbanyak
dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang menjadi lokasi pengadaan
tanah, yakni sejumlah 1.074 sertipikat, dengan rincian sertipikat hak milik
sebanyak 1.068 sertipikat dan sertipikat hak pakai sejumlah 6 sertipikat.
Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Di Desa Penlok Pengadaan
Tanah Bendungan Bulango Ulu per April 2025

N D Jenis Hak Sumah
> o HM | HGU | HGB | HP | HPI | Waqaf | "' ™%
1. | Tuloa, Kec.
Bulango Utara 136 0 1 0 0 0 137
> | Owata, Kec. 1068 0 0 . 0 . o

Bulango Ulu




Jenis Hak
No. Desa Jumlah

HM | HGU | HGB | HP | HPl | Waqaf
3. | Mongiilo, Kec.
Bulango Ulu 702 0 0 2 0 0 704
Mongiilo Utara,
4. | Kec. Bulango 477 | 0 0 |20 0 479
Ulu
Jumlah 3.264 0 0 26| 0 0 3.290

Sumber: Portal Aplikasi ATR/BPN (KKP), April 2025

Melihat jumlah bidang tanah terdaftar di desa penetapan lokasi
pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu yaitu sejumlah 3.290 sertipikat
menunjukkan bahwa banyaknya bidang tanah yang sudah memiliki
kepastian terkait bentuk dan posisi bidang tanahnya, sehingga diasumsikan
tidak ada perbedaan apabila dilakukan pengukuran kembali. Dilansir dari
wawancara dengan Ketua Satgas A pada tanggal 29 Maret 2025 menyatakan
bahwa dari hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A pengadaan tanah
Bendungan Bulango Ulu terdapat sejumlah 306 nomor inventarisasi (NIV)
dari total 1005 NIV di Desa Owata yang berbeda bentuk bidang tanah
dengan sertipikatnya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Satgas
A pengadaan tanah meliputi persiapan, pengukuran, pemetaan dan
pengolahan data pengukuran sampai dengan pembuatan peta bidang tanah.
Kegiatan pemetaan dan pengolahan data pengukuran sampai dengan
pembuatan peta bidang tanah yang melaksanakan dapat dilakukan di studio
atau kantor pertanahan. Tahapan kegiatan pemetaan dan pengolahan data
pengukuran merupakan salah satu kegiatan yang dianggap penting,
dikarenakan data hasil pengukuran harus dilakukan penggambaran pada
aplikasi AutoCad dan dipetakan serta dicrosscheck kembali dengan peta
kerja. Syarat minimal gambar bidang tanah guna menuju pembuatan PBT
yaitu gambar bidang tanah hasil pengukuran harus sesuai (tidak berbeda)
dengan peta kerja yang memuat bidang-bidang tanah yang sudah

bersertipikat.



Implementasi pengolahan data inventarisasi dan identifikasi untuk
mencapai pembuatan PBT mengalami kendala seperti halnya bentuk bidang
tanah yang berbeda dengan sertipikat sebagai alas haknya. Tidak hanya itu,
penunjukkan batas bidang tanah oleh pemilik tanah selaku pihak yang
berhak (PYB) atau kuasa dari pemilik tanah juga menjadi permasalahan
pada saat pemetaan dan pengolahan data dalam menuju pembuatan PBT.
Seperti bidang tanah yang ditunjukkan secara keseluruhan bukan tiap
bidang tanah sesuai dengan alas haknya serta batas bidang per bidang tanah
yang tidak sesuai dengan peta kerja yang dibawa petugas ukur.

Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A harus menunjukkan
hasil yang sesuai atau sama, artinya bentuk bidang tanah yang dilekati
dengan sertipikat hak atas tanah tersebut harus sama atau sesuai dengan
bentuk bidang tanah hasil pengukuran guna menuju pembuatan PBT yang
nantinya digunakan sebagai dasar untuk penilaian ganti rugi oleh KJPP.
Akan tetapi, permasalahan terjadi didalamnya seperti halnya bentuk bidang
tanah yang berbeda antara sertipikat sebagai alas haknya dengan hasil
pengukuran Satgas A sehingga dalam pembuatan PBT tidak dapat dilakukan
satu kali secara keseluruhan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah
dijbarkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait pelaksanaan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi Satgas A untuk menuju pembuatan
PBT dan diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang
muncul di pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu terkait pelaksanaan
inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata dengan judul
Mekanisme Dan Problematika Pelaksanaan Pengolahan Data Fisik
Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satuan Tugas A Di Desa Owata

Dalam Pengadaan Tanah (Studi Kasus Bendungan Bulango Ulu).



B. Rumusan Masalah

Menelaah lebih lanjut latar belakang permasalahan tersebut,

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengolahan data fisik hasil

inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata?

2. Bagaimana kondisi fisik bidang tanah saat pelaksanaan pengolahan data

fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata?

3. Bagaimana upaya Satgas A mengatasi kendala yang dialami saat

pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi di

Desa Owata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

a.

Mengetahui prosedur mekanisme pelaksanaan pengolahan data
fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata;
Mengetahui kondisi fisik bidang tanah sebelum dan sesudah
pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan
identifikasi Satgas A di Desa Owata;

Mengetahui solusi atas kendala yang dialami Satgas A dalam
pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan

identifikasi Satgas A di Desa Owata

2. Manfaat dan kegunaan dari penelitian:

a.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
wawasan dan referensi pada bidang pertanahan tentang mekanisme
pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan
identifikasi Satgas A dalam menuju pembuatan dan penerbitan peta
bidang tanah, serta upaya untuk mengatasi kendala yang muncul
saat pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan
identifikasi Satgas A di Desa Owata. Khususnya bagi peneliti,
mengetahui secara nyata pelaksanaan pengolahan data fisik hasil

inventarisasi dan identifikasi Satgas A;



b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi
dan masukan bagi Kementerian ATR/BPN terhadap pengambilan
kebijakan pertanahan, khususnya bagi pelaksana kegiatan
inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A pada tahapan

pengolahan data hasil inventarisasi dan identifikasi.



BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan

dan permasalahan yang dikaji, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi

Satgas A di Desa Owata dalam pengadaan tanah Bendungan Bulango

Ulu setiap tahapannya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dan Peraturan
Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012. Mekanisme pelaksanaannya juga
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang
terjadi dalam tahap pelaksanaan pengolahan data fisik hasil
inventarisasi dan identifikasi Satgas A yakni perbedaan bentuk bidang
tanah antara hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dengan
sertipikat tanah sebagai alas haknya.

Kondisi fisik bidang tanah saat pengolahan data hasil inventarisasi dan
identifikasi Satgas A di Desa Owata adalah sebagai berikut:

a. terdapat sejumlah 458 NIV dari total keseluruhan 1005 NIV yang
didalamnya terdapat sertipikat sebagai alas haknya.

b. kemudian dari sejumlah 458 NIV tersebut, terdapat 306 NIV yang
mengalami perbedaan bentuk bidang tanah antara hasil pengukuran
Satgas A dengan peta kerja yang memuat sertipikat sebagai alas
hak kepemilikan tanah.

Upaya penyelesaian yang dilakukan Satgas A yakni dengan melihat
peraturan terkait, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait,
berkomunikasi dengan masyarakat melalui proses sanggahan. Selain
itu, Satgas A membuat kebijakan berupa pembuatan PBT secara parsial

dan PBT perbaikan ke-2 serta dibuatkannya Berita Acaranya.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan untuk meminimalisir

terjadinya kendala pada proses pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan

identifikasi Satgas A dalam pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu

maupun kegiatan pengadaan tanah lainnya sebagai berikut:

1.

Kementerian ATR/BPN melalui kantor pertanahan kabupaten atau kota
agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan
dengan pemasangan patok batas bidang tanah sesuai aturan dan
pemeliharaannya. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pemasangan dan menjaga patok batas
bidang tanah.

Perlu adanya percepatan digitalisasi bidang-bidang tanah yang sudah
bersertipikat di kantor pertanahan kabupaten atau kota schingga
meminimalisir terjadinya perubahan bentuk bidang tanah, dan sertipikat
ganda atau tumpang tindih, serta gap dan/atau overlap antar bidang
tanah yang sudah bersertipikat. Hal ini diperlukan untuk mempermudah
mengidentifikasi lebih awal terkait bidang tanah yang sudah
bersertipikat.

Kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan lain dapat mengaplikasikan
dan mengimplementasikan solusi, upaya ataupun kebijakan yang telah
dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu
terhadap tantangan dan kendala khususnya pada proses pengolahan data
fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A, dengan catatan bahwa
tantangan dan kendala yang dihadapi hampir sama dengan pelaksana
pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu. Namun harus tetap
memperhatikan petunjuk dari Kementerian ATR/BPN dan peraturan

yang berlaku sehingga tanpa ada rasa khawatir dalam pelaksanaannya.
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